






1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN TRAYEK 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 
4. Scan Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku 
5. Scan Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku 
6. Scan asli bukti / keterangan lainnya (Apabila diperlukan) 

(Download di Aplikasi SiMOJO) 
 

Persyaratan Perpanjangan Perizinan : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 
4. Scan Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku 
5. Scan Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku 
6. Scan asli bukti / keterangan lainnya (Apabila diperlukan) 

(Download di Aplikasi SiMOJO) 
7. Surat Izin Trayek tahun lalu 

 
Persyaratan Kartu Pengawasan : 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) 
4. Scan Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku 
5. Scan Surat Tanda Uji Keur yang masih berlaku 
6. Scan asli bukti / keterangan lainnya (Apabila diperlukan) 

(Download di Aplikasi SiMOJO) 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4  Biaya / Tarif Retribusi Rp 5000/bulan 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

a. Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

b. Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

c. Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN MATERI REKLAME PERMANEN 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Asli Surat Kuasa bermaterai, cukup dari pemohon 

(dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada 
orang lain) 

5. Scan Asli Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen 
(SIPR) 

6. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
7. Scan Asli IMB / PBG Reklame, bagi reklame yang 

memerlukan IMB / PBG 
 

Persyaratan Perpanjangan : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Asli Surat Kuasa bermaterai, cukup dari pemohon 

(dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada 
orang lain) 

5. Scan Asli Surat Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen 
(SIPR) 

6. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
7. Scan Surat Izin Lama 
8. Scan Asli IMB / PBG Reklame, bagi reklame yang 

memerlukan IMB / PBG 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

5 hari Kerja 

4  Biaya / Tarif Retribusi Gratis 

Pajak Reklame pada BPKPD 

5  Produk Pelayanan SK Surat Izin 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PEMANFAATAN TAMAN 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1 

 

 

Persyaratan a. Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon 
menyampaikan blangko permohonan dengan berkas 
persyaratan lengkap 

b. Persyaratan : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan KTP Pemohon / penanggungjawab yang masih berlaku 
3. Scan Akta Pendidikan Lembaga / Yayasan / Lembaga 

Sudah Berbadan Hukum dan Pengesahannya 
4. Scan NPWP Pemohon / Perusahaan 
5. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha)/ Izin Usaha dari OSS 
6. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 

PKKPR 
7. Scan Izin Lingkungan (SPPL / UKL / UPL / AMDAL) 
8. Scan dan asli gambar rencana konstruksi terdiri, gambar 

denah (sekala 1 : 100), gambar tampak depan, samping dan 
atas (sekala 1 : 100), gambar potongan (sekala 1 : 100), 
gambar detail rangka bidang bangunan (sekala 1 : 5), 
gambar detail pondasi atau pile 

9. Scan dan asli foto terbaru rencana lokasi pembongkaran 
Trotoar dengan ketentuan : dibuat paling lama 7 hari 
sebelum tanggal permohonan, pemotretan diambil dari 3 
arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau 
gambar tempat peletakan reklame yg d 

10. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
11. Scan dan copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah 

dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari 

sektor swasta, apabila termasuk program tanggung jawab 

sosial perusahaan 

2 Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3 Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4 Biaya / Tarif Gratis 

5 Produk Pelayanan SK Surat Izin 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


KOMPONEN MANUFACTURING 

7 Dasar Hukum 1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 
Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

2. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto 

3. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9 Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan penilaian 

prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan atau 

rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PEMBONGKARAN TROTOAR 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1 Persyaratan a. Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon 
menyampaikan blangko permohonan dengan berkas 
persyaratan lengkap 

b. Persyaratan : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan KTP Pemohon / penanggungjawab yang masih berlaku 
3. Scan Akta Pendidikan Lembaga / Yayasan / Lembaga Sudah 

Berbadan Hukum dan Pengesahannya 
4. Scan NPWP Pemohon / Perusahaan 
5. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha)/ Izin Usaha dari OSS 
6. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 

PKKPR 
7. Scan Izin Lingkungan (SPPL / UKL / UPL / AMDAL) 
8. Scan dan asli gambar rencana konstruksi terdiri, gambar 

denah (sekala 1 : 100), gambar tampak depan, samping dan 
atas (sekala 1 : 100), gambar potongan (sekala 1 : 100), 
gambar detail rangka bidang bangunan (sekala 1 : 5), 
gambar detail pondasi atau pile 

9. Scan dan asli foto terbaru rencana lokasi pembongkaran 
Trotoar dengan ketentuan : dibuat paling lama 7 hari 
sebelum tanggal permohonan, pemotretan diambil dari 3 
arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau 
gambar tempat peletakan reklame yg d 

10. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
11. Scan dan copy perjanjian kerjasama instansi pemerintah 

dengan pelaku tanggung jawab sosial perusahaan dari 
sektor swasta, apabila termasuk program tanggung jawab 
sosial perusahaan 

2 Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3 Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4 Biaya / Tarif Gratis 

5 Produk Pelayanan SK Surat Izin 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru: 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 

Permohonan 
3. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
4. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

5. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

6. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

7. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

8. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
9. Foto Interior Tempat Usaha 
10. Foto Eksterior Tempat Usaha 
11. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 
12. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 

PKKPR 
13. Scan asli IMB dan lampirannya 

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 
Permohonan 

2. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
3. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

4. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

5. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

6. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

7. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
8. Foto Interior Tempat Usaha 
9. Foto Eksterior Tempat Usaha 
10. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 
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9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 
02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Koperasi dan UKM RI No 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 
tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI no 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi; 

11 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 9 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi; 

12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 11 Tahun 2018 
tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

13 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Koperasi No 11 Menteri 
Koperasi dan UKM RI No 11 tahun 2018 tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

14 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 26 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro; 

15 Peraturan Walikota Mojokerto No 95 tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16 Peraturan Walikota Mojokerto No 2 Tahun 2020 tentang 
Penyediaan Air Baku Bagi Instansi Vertical,Instansi Pemerintah 
Daerah dan Pelaku Usaha di wilayah Kota Mojokerto; 
Peraturan Walikota Mojokerto no 78 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto no 1 

tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU 

KOPERASI 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru: 
1. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 

Permohonan 
2. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
3. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

4. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

5. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

6. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

7. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
8. Foto Interior Tempat Usaha 
9. Foto Eksterior Tempat Usaha 
10. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 
11. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 

PKKPR 
12. Scan asli IMB dan lampirannya  

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 
Permohonan 

2. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
3. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

4. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

5. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

6. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

7. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
8. Foto Interior Tempat Usaha 
9. Foto Eksterior Tempat Usaha 
10. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 
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9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI no 
02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Koperasi dan UKM RI no 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 
tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi; 

11 Peraturan Menteri koperasi dan UKM RI No 9 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Koperasi; 

12 Peraturan Menteri koperasi dan UKM RI No 11 tahun 2018 
tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

13 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 5 tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Koperasi No 11 Menteri 
Koperasi dan UKM RI No 11 tahun 2018 tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

14 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 26 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro; 

15 Peraturan Walikota Mojokerto No 95 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16 Peraturan Walikota Mojokerto No 2 Tahun 2020 tentang 
Penyediaan Air Baku Bagi Instansi Vertical,Instansi Pemerintah 
Daerah dan Pelaku Usaha di wilayah Kota Mojokerto; 

17 Peraturan Walikota Mojokerto No 78 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 1 
Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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Keselamatan 

Pelayanan 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  Kota 
Mojokerto; 

3. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
Mojokerto 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9 Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan  Pelayanan 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  Kota 
Mojokerto; 

3. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
Mojokerto. 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 

30 buah 
 

9 Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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2. Peraturan Walikota Mojokerto No. 53 Tahun 2021 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan  Pelayanan 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  Kota 
Mojokerto 

3. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 

Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Mojokerto. 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9 Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Asli Surat Kuasa bermaterai, cukup dari pemohon 

(dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada 
orang lain) 

5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame/ scan stnk dan 
uji KIR asli (untuk reklame berjalan) 

6. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
7. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang 

menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame 
didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik 
Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti 
kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, a 

8. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat 
yang ditimbulkan atas reklame bermaterai cukup. 

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame/ scan stnk dan 

uji KIR asli (untuk reklame berjalan) 
6. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat 

yang ditimbulkan atas reklame bermaterai cukup 
7. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang 

menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame 
didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik 
Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti 
kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

5 hari Kerja 
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Admin : 30 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru : 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
5. Scan Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan 

Hukum 
6. Scan surat pernyataan KSB dan PKS/ CSR 
7. Scan Asli Surat Kuasa bermaterai, cukup dari pemohon 

(dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada 
orang lain) 

8. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame/ scan stnk dan 
uji KIR asli (untuk reklame berjalan) 

9. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
10. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame / 

Mobil (untuk reklame berjalan) 
11. Gambar rencana konstruksi/ Desain Produk 
12. Scan Asli Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh 

penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai 
sertifikasi dari lembaga yang berwenang dengan dibuktikan 
dengan sertifikat keahlian;(Khusus untuk reklame Ukuran 
Besar) 

13. Scan Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan 
reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK 
Kota Mojokerto sesuai tahun pengajuan; (Khusus untuk 
reklame Ukuran Besar) (Download format dokumen disini) 

14. Surat Persetujuan bermaterai cukup dari pemilik / yang 
mengusai lahan dan/atau bangunan (apabila reklame 
didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik 
Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti kepemilikan 
/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan 

15. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan 
dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak 
menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam 
bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik 
dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau p 

16. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat 
yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai 
cukup 

17. Scan asli IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang 
diselenggarakan diatas bangunan maupun yang menempel 
pada bangunan  

 
Persyaratan Perpanjangan/Perubahan : 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Penyelenggara atau 

Penanggung Jawab usaha 
3. Scan NPWPD 
4. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
5. Scan Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan 

Hukum 



6. Scan Asli Surat Kuasa bermaterai, cukup dari pemohon 
(dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada 
orang lain) 

7. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame/ scan stnk dan 
uji KIR asli (untuk reklame berjalan) 

8. Scan Asli Desain dan tipologi reklame 
9. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame / 

Mobil (untuk reklame berjalan) 
10. Gambar rencana konstruksi/ Desain Produk 
11. Scan Asli Perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh 

penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai 
sertifikasi dari lembaga yang berwenang dengan dibuktikan 
dengan sertifikat keahlian;(Khusus untuk reklame Ukuran 
Besar) 

12. Scan Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan 
reklame dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK 
Kota Mojokerto sesuai tahun pengajuan; (Khusus untuk 
reklame Ukuran Besar) 

13. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang 
menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame 
didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan bukan milik 
Pemerintah Daerah, dengan dilampiri bukti 
kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, a 

14. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan 
dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak 
menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam 
bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik 
dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau p 

15. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang 
diselenggarakan di atas bangunan maupun yang menempel 
pada bangunan 

16. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat 
yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai 
cukup 

17. SIPR (yang dimilik sebelumnya) 
18. Evaluasi Konstruksi Reklame (Jenis Reklame Yang 

memerlukan IMB) 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4  Biaya / Tarif Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu  
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12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 
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- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1 Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru : 
 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi SiMOJO) 
2. Mengisi formulir permohonan Izin Penggunaan Ruang Milik 

Jalan (RUMIJA) (Download format dokumen disini) 
3. Scan KTP Pemohon / penanggungjawab yang masih berlaku 
4. Scan dan copy akta pendirian perusahaan bagi yang sudah 

berbadan hukum (khusus PT ada pengesahan dari 
KEMENKUMHAM dan untuk CV dan Firma disahkan oleh 
pengadilan negeri) 

5. Scan NPWP pemohon / perusahaan 
6. Scan NIB dan Izin Usaha Komitmen 
7. Scan dan copy perjanjian kerjasama / MOU instansi 

pemerintah dengan pemohon pengguna Ruang Milik Jalan 
(RUMIJA) 

8. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 
PKKPR 

9. Scan dan Copy Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) 
10. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (Sarana Prasarana) 
11. Scan dan asli gambar rencana konstruksi dikerjakan di atas 

kertas ukuran A3, terdiri : gambar denah; gambar tampak 
depan, samping dan atas; gambar potongan; gambar detail 
rangka bidang bangunan; gambar detail pondasi atau pile 

12. Scan Asli Dokumen Visual (Foto Bangunan) minimal 4 view 
13. Scan dan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan 

dilengkapi analisa harga satuan berdasarkan HSPK Kota 
Mojokerto sesuai tahun pengajuan ditandatangani dan cap 
penanggung jawab bangunan 

14. Scan Asli Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Cara 
Pelaksanaan Pembangunan Secara Rinci yang dimulai dari 
persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan setiap item 
pekerjaan) 

2 Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3 Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4 Biaya / Tarif Gratis 
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11. Peraturan Walikota Mojokerto No. 53 Tahun 2021 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan  Pelayanan 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  Kota 
Mojokerto 

12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan 
Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
Mojokerto 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9 Jumlah Pelaksana PNS : 31 

P3K : 3 

Admin : 30 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN 

TRADISIONAL (SIPTKT) 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru: 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi 

SiMOJO) 
2. Scan KTP Pemohon 
3. Scan Ijazah / Serifikat 
4. Scan Surat pernyataan mengenai metode atau teknik 

pelayanan yang diberikan 
5. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki 

SIP 
6. Scan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat 

Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat Tradisional 
7. Pas Foto Berwarna 4x6 Terbaru 
8. Scan Surat Pengantar Puskesmas Setempat 
9. Scan Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi 

dibidang Pengobatan Tradisional yang Bersangkutan 
10. Scan asli persyaratan tambahan lainnya  

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi 
SiMOJO) 

2. Scan KTP Pemohon 
3. Scan Ijazah / Serifikat 
4. Scan Surat pernyataan mengenai metode atau teknik 

pelayanan yang diberikan 
5. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki 

SIP 
6. Scan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat 

Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat Tradisional 
7. Pas Foto Berwarna 4x6 Terbaru 
8. Scan Surat Pengantar Puskesmas Setempat 
9. Scan Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi 

dibidang Pengobatan Tradisional yang Bersangkutan 
10. Scan Surat Izin Lama 
11. Scan asli persyaratan tambahan lainnya 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 

PENGOBATAN TRADISONAL 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru: 
1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi 

SiMOJO) 
2. Scan KTP Pemohon 
3. Scan Ijazah / Serifikat 
4. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki 

SIP 
5. Scan Surat pernyataan mengenai metode atau teknik 

pelayanan yang diberikan 
6. Scan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat 

Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat Tradisional 
7. Scan Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan 
8. Scan Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi 

dibidang Pengobatan Tradisional yang Bersangkutan 
9. Pas Foto Berwarna 4x6 Terbaru 
10. Scan Surat Pengantar Puskesmas Setempat 

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan Formulir Permohonan (Download di Aplikasi 
SiMOJO) 

2. Scan KTP Pemohon 
3. Scan Surat pernyataan mengenai metode atau teknik 

pelayanan yang diberikan 
4. Scan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat 

Melakukan Pekerjaan Sebagai Pengobat Tradisional 
5. Scan Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan 
6. Scan Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi 

dibidang Pengobatan Tradisional yang Bersangkutan 
7. Scan Ijazah / Serifikat 
8. Scan Surat Pengantar Puskesmas Setempat 
9. Pas Foto Berwarna 4x6 Terbaru 
10. Scan Surat Izin Lama 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 

menerima penolakan apabila permohonan ditolak  

5. Pemohon mencetak produk izin dan mengisi survei IKM melalui 

aplikasi SIMOJO 

3  Waktu 

Pelayanan/Jangka 

Waktu 

Pemrosesan 

14 hari Kerja 

4  Biaya / Tarif Gratis 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 



1.  Pelayanan PELAYANAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI 

KOMPONEN SERVICE DELIVERY 

1  Persyaratan Persyaratan Permohonan Baru: 
1. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 

Permohonan 
2. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
3. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

4. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

5. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

6. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

7. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
8. Foto Interior Tempat Usaha 
9. Foto Eksterior Tempat Usaha 
10. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 
11. Scan Asli Izin Lokasi dan KRK / Informasi Tata Ruang / 

PKKPR 
12. Scan asli IMB dan lampirannya 

 
Persyaratan Perpanjangan : 

1. Scan KTP / Paspor Direktur Utama atau Penanggungjawab 
Permohonan 

2. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 
3. Scan bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan 

atas nama koperasi, pada Bank umum untuk KSP/UJP dan 
Bank Syariah untuk KSPPS/UJPPS 

4. Scan Rencana kerja selama 3 ( tiga) tahun yang 
menjelaskan mengenai rencana kegiatan usaha, serta 
rencana bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia 

5. Scan administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam 
pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara 
khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya 

6. Scan nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, dan 
calon pengelola 

7. Scan surat pernyataan pengelola koperasi 
8. Foto Interior Tempat Usaha 
9. Foto Eksterior Tempat Usaha 
10. Scan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja 

2  Prosedur/Alur 

Proses Proses 

1. Pemohon menyampaikan permohonan dengan upload scan 

dokumen secara online melalui aplikasi SIMOJO 

2. Pemohon menerima bukti penyerahan permohonan, apabila 

berkas dinyatakan lengkap 

3. Petugas memproses berkas permohonan 

4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau 



http://dpmptsp.mojokertokota.go.id/


9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI no 
02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Koperasi dan UKM RI no 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 
tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi; 

11 Peraturan Menteri koperasi dan UKM RI No 9 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Koperasi; 

12 Peraturan Menteri koperasi dan UKM RI No 11 Tahun 2018 
tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

13 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Koperasi No 11 Menteri 
Koperasi dan UKM RI No 11 tahun 2018 tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi; 

14 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 26 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro; 

15 Peraturan Walikota Mojokerto No 95 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16 Peraturan Walikota Mojokerto No 2 Tahun 2020 tentang 
Penyediaan Air Baku Bagi Instansi Vertical,Instansi Pemerintah 
Daerah dan Pelaku Usaha di wilayah Kota Mojokerto; 

16. Peraturan Walikota Mojokerto No 78 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 1 
Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 

8 Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9 Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10 Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11 Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12 Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13 Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat insidentil 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 

- Mampu melaksanakan koordinasi terkait pelayanan perizinan 

- Dapat menjalankan fungsi dokumentasi, koordinasi dan 

instruksi 

11  Pengawasan 

Internal 

Penilaian pegawai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan 

penilaian prestasi kerja (PPK) 

12  Jaminan 

Pelayanan 

Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP AP 

yang telah ditetapkan 

13  Jaminan 

Keamanan & 

Keselamatan 

Pelayanan 

- Proses pelayanan dilakukan melalui verifikasi secara bertingkat 

- Registrasi dokumen izin yang diterbitkan 

- Backup data pemohon pada server secara kontinyu 

14  Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu bulan sekali dan 

atau rapat 

 





3 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang 

Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non 

Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto. 

8  Sarana Prasarana 
& Fasilitas 

Software Sistem Operasi 
Meja 
Kursi 
Komputer dan laptop 
Printer 

: 
: 
: 
: 
: 

1 buah 
59 buah 
96 buah 
61 buah 
30 buah 

 

9  Jumlah Pelaksana 31 PNS 

3 P3K 

30 NON ASN 

10  Kompetensi 

Pelaksana 

- Memahami persyaratan perizinan 
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